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DASAR HUKUM

UU 23/2006 UU 24/2013

PP 37/2007 PP 40/2019

PERPRES 
25/2008

PERPRES 
96/2018

Pelaksanaan UU tentang
Adminduk

Persayaratan dan Tata 
Cara Dafduk dan Capil

UUD 1945
Pasal 26 Ayat (3)

PERPRES 
26/2009

PERPRES 
112/2013

Penerapan KTP Berbasis
NIK Secara Nasional

Administrasi
Kependudukan

PERMENDAGRI 8/2016
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KTP 

BERBASIS NIK SECARA NASIONAL

PERMENDAGRI 2/2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

PERMENDAGRI 19/2018
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS 

LAYANAN ADMINDUK

PERMENDAGRI 7/2019
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN SECARA DARING

PERMENDAGRI 74/2015
TENTANG TATA CARA PERUBAHAN 

ELEMEN DATA PENDUDUK DLM KTP-EL

PERMENDAGRI  104/2019
TENTANG PENDOKUMENTASIAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERMENDAGRI  108/2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERPRES 96/2018 

PERMENDAGRI  109/2019
TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG 

DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN
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OUTPUT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Biodata Penduduk

2. Kartu Keluarga

3. KTP-el

4. KIA

5. Surat Keterangan Pindah

6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

8. Surat Keterangan Tempat Tinggal

9. Surat Keterangan Kelahiran

10. Surat Keterangan Lahir Mati

11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

13. Surat Keterangan Kematian

14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

15. Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Indonesia

16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

18. Akta Kelahiran

19. Akta Kematian

20. Akta Perkawinan

21. Akta Perceraian

22. Akta Pengakuan Anak

23. Akta Pengesahan Anak

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOK)

B. DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan

2. Data Agregat
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PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME
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PERJALANAN PENGAKUAN BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN

1955
Kongres pertama penganut aliran
kepercayaan digelar oleh Badan
Koordinasi Kebatinan Indonesia

1965
Pemerintah menerbitkan UU PNPS 1/1965 
tentang Penodaan Agama untuk
melindungi agama dari aliran
kepercayaan

1973
TAP MPR 4/1973 tentang GBHN
Agama dan Kepercayaan adalah ekspresi
terhadap Tuhan YME. Keduanya “sah” dan
“setara”.

1978
TAP MPR 4/1978 tentang GBHN
• Kepercayaan bukan agama, melainkan

kebudayaan
• Mengharuskan kolom agama (diisi

dengan lima agama) dalam pencatatan
sipil

2006
UU 23/2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Kepercayaan tidak dicantumkan dalam
kolom agama di KK dan KTP, namun tetap
dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan

2013
UU 24/2013 tentang Perubahan UU 23/2006 
tentang Administrasi Kependudukan
Kepercayaan tidak dicantumkan dalam
kolom agama, di KK dan KTPel, namun
tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan

2016
• Gugatan uji materi terhadap Pasal 61 

dan Pasal 64 UU Administrasi
Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi

• Pengosongan kolom agama dianggap
menyebabkan diskriminasi

2017
Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016
• MK mengabulkan gugatan uji materi
• Penganut aliran kepercayaan

memiliki kedudukan hukum yang 
sama dengan pemeluk enam agama 
yang telah diakui oleh pemerintah.

• Status penganut kepercayaan dapat
dicantumkan dalam kolom KK dan
KTP-el sebagai “penghayat
kepercayaan” tanpa merinci
kepercayaan yang dianut.

2019
PP 40/2019 ttg Pelaksanaan UU 
Administrasi Kependudukan
Mengatur tatacara pencatatan
perkawinan bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

2018
Perpres 96/2018
Mengatur pencatatan Perkawinan dan 
pencatatan pengakuan anak bagi 
penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan YME
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KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TANGGAL 18 OKTOBER 2017

a) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya 

b) Pasal 61 ayat (1) dan  64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 jo Undang-Undang Nomor Tahun 2013 bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

c) Pasal 61 ayat (2) dan  64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  hukum 
mengikat.
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Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi angka 3.13.5,

agar tujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi
Kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah
penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia
sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen
data kependudukan tentang agama bagi penghayat
kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang
bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa
merinci kepercayaan yang dianut dalam KK ataupun KTP-
el, begitu juga dengan penganut agama lain.
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LAYANAN PENERBITAN 
DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME

PENCATATAN BIODATA DAN PENERBITAN NIK

PENERBITAN KARTU KELUARGA

PENERBITAN KTP-EL

PENCATATAN PERKAWINAN

01
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME yang belum ada datanya dan belum
pernah dicatatkan pada basis data
kependudukan

02
Penduduk yang datanya sebagai

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME sudah ada dalam basis data 

kependudukan

03
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME yang datanya pada basis data 
kependudukan memeluk salah satu agama

04
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME 

yang sudah ada datanya pada basis data 
kependudukan namun telah berpindah

keyakinan dengan memeluk salah satu agama

KONDISI DAN LAYANAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
PADA BASIS DATA KEPENDUDUKAN
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KONDISI I

01
F-1.01
Penduduk mengisi Formulir Biodata Keluarga
dan melampirkan BERKAS PERSYARATAN.

PERSYARATAN:

1. SURAT PENGANTAR DARI 
RT DAN RW;

2. DOKUMEN ATAU BUKTI 
PERISTIWA 

KEPENDUDUKAN DAN 
PERISTIWA PENTING;
3. BUKTI PENDIDIKAN 

TERAKHIR.
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KONDISI I (LANJUTAN)

01
F-1.04
Penduduk mengisi SURAT 
PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI 
DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

APABILA PENDUDUK TIDAK MEMILIKI 
DOKUMEN PERSYARATAN (NO.2 DAN NO.3) 

MAKA MENGISI FORMULIR F-1.04
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KONDISI I (LANJUTAN)
APABILA PEMOHON MENYATAKAN DIRI 

SEBAGAI PEMELUK KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME MAKA 

MELAMPIRKAN:

1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA 
KEPERCAYAAN/ORGANISASI 
KEPERCAYAAN (JIKA ORGANISASI 
KEPERCAYAAN YG DIANUT SUDAH 
TERBENTUK); ATAU

2. SPTJM SEBAGAI PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME 
(JIKA BELUM ADA ORGANISASINY)
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KONDISI II

02
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.

PERSYARATAN:

1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA 
KEPERCAYAAN/ORGANISASI 

KEPERCAYAAN ATAU SPTJM SEBAGAI 
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP 

TUHAN YME;
2. KK LAMA;

3. KTP-EL LAMA.
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KONDISI III

03
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.

PERSYARATAN:

1. DOKUMEN ATAU BUKTI PERISTIWA 
KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA 

PENTING;
2. KK LAMA;

3. KTP-EL LAMA.
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KONDISI III (LANJUTAN)

03
F-1.06
Penduduk mengisi Surat Pernyataan Perubahan
Elemen Kependudukan.

PERSYARATAN:

1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA 
KEPERCAYAAN/ORGANISASI KEPERCAYAAN 

ATAU SPTJM SEBAGAI PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME.
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KONDISI IV

04
F-1.02
Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan melampirkan
BERKAS PERSYARATAN.

PERSYARATAN:

1. DOKUMEN ATAU BUKTI PERISTIWA 
KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA 

PENTING;
2. KK LAMA;

3. KTP-EL LAMA.
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KONDISI IV (LANJUTAN)

04
F-1.06
Penduduk mengisi Surat Pernyataan Perubahan
Elemen Kependudukan.

PERSYARATAN:

1. SURAT PERNYATAAN DARI PEMUKA AGAMA.



DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17

FORMAT KARTU KELUARGA

01

02

03

KK VERSI I
SELURUH ANGGOTA KELUARGA MEMELUK
SALAH SATU AGAMA

KK VERSI II
SELURUH ANGGOTA KELUARGA MEMELUK 

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

KK VERSI III
ADA ANGGOTA KELUARGA YANG MEMELUK
SALAH SATU AGAMA DAN ADA YANG MEMELUK
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
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FORMAT KK VERSI I

Untuk penulisan
Agama, kolom
Agama pada Kartu 
Keluarga (KK) akan
diisi sesuai dengan
nama Agama 
penduduk.
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FORMAT KK VERSI II

Untuk penulisan
Kepercayaan, 
kolom Kepercayaan
pda Kartu Keluarga
(KK) akan diisi
dengan
Kepercayaan
Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
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FORMAT KK VERSI III

Apabila dalam satu
keluarga menganut
Agama dan
Kepercayaan, maka
penuangan dalam
Kartu Keluarga
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CONTOH KARTU 
KELUARGA YANG 
DITANDATANGAN 

SECARA ELEKTRONIK

MENGGUNAKAN 
QRCODE

VERIFIKASI MELALUI 
APLIKASI VERYDS
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BENTUK KTP-EL BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
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PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

(1)
Pelaporan

Perkawinan/
Perceraian

Data 

(2)
Pencatatan

Perkawinan / 
Perceraian

Penduduk Dapat
Akta

Perkawinan/Akta
Perceraian

23

ESENSI PENCATATAN PERKAWINAN/PERCERAIAN
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PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

ORGANISASI KEPERCAYAAN TERDAFTAR

ORGANISASI DAN PEMUKA 
PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME TERDAFTAR 
PADA KEMENTERIAN YANG BIDANG 
TUGASNYA SECARA TEKNIS MEMBINA 
ORGANISASI PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN 
YME

PENUNJUKAN PEMUKA PENGHAYAT

PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME DITUNJUK 
DAN DITETAPKAN OLEH ORGANISASI 
PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME

PENCATATAN PERKAWINAN

PERKAWINAN PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN 
YME DILAKUKAN DI HADAPAN 
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME

PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME MENGISI DAN 
MENANDATANGANI SURAT 
PERKAWINAN PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN 
YME

PP NOMOR 40 TAHUN 2019
PASAL 39-40
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TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN

1

2

3

4

5

VERIFIKASI & VALIDASI

Pejabat Pencatatan Sipil melakukan

verifikasi dan validasi terhadap data 

yang tercantum dalam formulir

pencatatan perkawinan dan dokumen
yang dilampirkan

PENYERAHAN KUTIPAN AKTA
kutipan akta perkawinan diberikan

masing-masing kepada suami dan istri

FORMULIR PENCATATAN 
PERKAWINAN

Pejabat Pencatatan Sipil pada

Disdukcapil Kab/Kota atau UPT 

Disdukcapil Kab/Kota memberikan

formulir pencatatan perkawinan
kepada pasangan suami istri

MELAMPIRKAN BERKAS PERSYARATAN
pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan

perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat

Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el 

untuk dilakukan pembacaan menggunakan

perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan

dokumen: 

1. surat perkawinan penghayat kepercayaan thdp

Tuhan YME dgn menunjukkan asli

2. pasfoto suami dan istri;

3. akta kelahiran; dan

4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau
istri bagi orang asing

PENCATATAN PADA REGISTER & 
PENERBITAN KUTIPAN
berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data

hasil verifikasi dan validasi pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan

1

3

5

2

4
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DATA PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME
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SEBARAN DATA ORGANISASI* PENGHAYAT 
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

• Organisasi Tingkat Pusat, yang terinventaris pada Ditjen Kebudayaan. 
• Data per Maret 2019

Jumlah Organisasi Kepercayaan:
190 organisasi terinventaris

Sebaran Organisasi:
Ada di 15 Provinsi

Organisasi Kepercayaan yg aktif:
165 organisasi terinventaris

Sebaran Organisasi Aktif:
Ada di 14 Provinsi

Jumlah Penghayat:
Sebanyak 5.626.008 orang

Organisasi Terinventaris Terbanyak
1. Jawa Tengah sebanyak 55 organisasi
2. Jawa Timur sebanyak 50 organisasi

3. DIY sebanyak 24 organisasi

Jumlah Penghayat Kepercayaan Terbanyak

Provinsi Jawa Timur
sebanyak 3.292.013 jiwa
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DATA* PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME 
PADA BASIS DATA KEPENDUDUKAN

34 PROVINSI 398 KAB/KOTA

SUDAH MENCATAT DAN MENERBITKAN 
DOKUMEN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAN

105.057 JUMLAH PENGHAYAT KEPERCAYAAN 

KATEGORI SEBARAN 
JML PENGHAYAT JUMLAH DAERAH

> 1000 jiwa
100 – 1000 jiwa
< 100 jiwa

19 daerah
80 daerah
299 daerah

JUMLAH PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
SECARA NASIONAL YANG TERDATA PADA 

BASIS DATA KEPENDUDUKAN 

KAB. SUMBA TIMUR

•15.736 JIWA

KAB. SUMBA BARAT

•10.066 JIWA

KAB. BURU

•6.412 JIWA

KAB. LEBAK

•6.133 JIWA

KAB. KOTABARU

•6.071 JIWA

KAB. SABU RAIJUA

•5.926 JIWA

KAB. MAMASA

•5.462 JIWA

DAERAH DENGAN JUMLAH PENGHAYAT 
TERCATAT TERBANYAK

*Data per 31 Desember 2020
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ACEH 264 

1 ACEH TENGGARA 3 

2 SIMEULUE 1 

3 ACEH SINGKIL 254 

4 GAYO LUES 1 

5 KOTA LHOKSEUMAWE 1 

6 KOTA LANGSA 4 

SUMATERA UTARA 5.489 

7 TAPANULI TENGAH 383 

8 TAPANULI UTARA 79 

9 TAPANULI SELATAN 1 

10 NIAS 5 

11 LANGKAT 19 

12 KARO 1.080 

13 DELI SERDANG 220 

14 SIMALUNGUN 518 

15 ASAHAN 125 

16 LABUHANBATU 86 

17 DAIRI 9 

18 TOBA SAMOSIR 2.030 

19 MANDAILING NATAL 1 

20 NIAS SELATAN 1 

21 HUMBANG HASUNDUTAN 81 

22 SAMOSIR 167 

23 SERDANG BEDAGAI 17 

24 BATU BARA 223 

25 PADANG LAWAS UTARA 13 

26 LABUHANBATU SELATAN 14 

27 LABUHANBATU UTARA 35 

28 NIAS UTARA 49 

29 NIAS BARAT 2 

30 KOTA MEDAN 283 

31 KOTA PEMATANGSIANTAR 38 

33 KOTA BINJAI 6 

34 KOTA TEBING TINGGI 4 
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SUMATERA BARAT 267 

35 SOLOK 1 

36 PADANG PARIAMAN 2 

37 KEPULAUAN MENTAWAI 172 

38 DHARMASRAYA 38 

39 SOLOK SELATAN 1 

40 PASAMAN BARAT 22 

41 KOTA PADANG 26 

42 KOTA PARIAMAN 5 

RIAU 1.175 

43 KAMPAR 27 

44 INDRAGIRI HULU 387 

45 BENGKALIS 98 

46 INDRAGIRI HILIR 33 

47 PELALAWAN 36 

48 ROKAN HULU 47 

49 ROKAN HILIR 104 

50 SIAK 130 

51 KUANTAN SINGINGI 17 

52 KEPULAUAN MERANTI 201 

53 KOTA PEKANBARU 60 

54 KOTA DUMAI 35 

JAMBI 1.410 

55 KERINCI 13 

56 MERANGIN 214 

57 SAROLANGUN 378 

58 BATANGHARI 89 

59 MUARO JAMBI 7 

60 TANJUNG JABUNG BARAT 49 

61 BUNGO 46 

62 TEBO 609 

63 KOTA JAMBI 5 

SUMATERA SELATAN 66 

64 OGAN KOMERING ILIR 16 

65 MUARA ENIM 2 

66 LAHAT 1 

67 MUSI BANYUASIN 3 

68 BANYUASIN 8 

69 OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 

70 OGAN KOMERING ULU SELATAN 2 

71 OGAN ILIR 9 

72 MUSI RAWAS UTARA 1 

73 KOTA PALEMBANG 22 

74 KOTA PRABUMULIH 1 



DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

31

BENGKULU 117 

75 BENGKULU SELATAN 29 

76 REJANG LEBONG 48 

77 BENGKULU UTARA 10 

78 MUKO MUKO 10 

79 KEPAHIANG 8 

80 BENGKULU TENGAH 4 

81 KOTA BENGKULU 8 

LAMPUNG 981 

82 LAMPUNG SELATAN 222 

83 LAMPUNG TENGAH 68 

84 LAMPUNG UTARA 31 

85 TULANG BAWANG 30 

86 TANGGAMUS 165 

87 LAMPUNG TIMUR 36 

88 WAY KANAN 149 

89 PESAWARAN 33 

90 PRINGSEWU 172 

91 MESUJI 22 

92 TULANG BAWANG BARAT 28 

93 PESISIR BARAT 5 

94 KOTA BANDAR LAMPUNG 8 

95 KOTA METRO 12 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1.354 

96 BANGKA
1.323 

97 BELITUNG
7 

98 BANGKA TENGAH 3 

99 BANGKA BARAT
5 

100 BELITUNG TIMUR
1 

101 KOTA PANGKAL PINANG
15 

KEPULAUAN RIAU
301 

102 BINTAN
4 

103 KARIMUN
1 

104 LINGGA
16 

105 KOTA BATAM
278 

106 KOTA TANJUNG PINANG
2 

DKI JAKARTA
261 

107 KOTA JAKARTA PUSAT
44 

108 KOTA JAKARTA UTARA
6 

109 KOTA JAKARTA BARAT 36 

110 KOTA JAKARTA SELATAN
52 

111 KOTA JAKARTA TIMUR
123 
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JAWA BARAT 3.371 

112 BOGOR 96 

113 SUKABUMI 12 

114 CIANJUR 12 

115 BANDUNG 515 

116 GARUT 282 

117 TASIKMALAYA 65 

118 CIAMIS 120 

119 KUNINGAN 429 

120 CIREBON 37 

121 MAJALENGKA 34 

122 SUMEDANG 8 

123 INDRAMAYU 42 

124 SUBANG 31 

125 KARAWANG 51 

126 BEKASI 235 

127 BANDUNG BARAT 411 

128 PANGANDARAN 1 

129 KOTA BOGOR 22 

130 KOTA SUKABUMI 8 

131 KOTA BANDUNG 126 

132 KOTA CIREBON 6 

133 KOTA BEKASI 577 

134 KOTA DEPOK 41 

135 KOTA CIMAHI 182 

136 KOTA TASIKMALAYA 7 

137 KOTA BANJAR 21 

JAWA TENGAH 6.668 
138 CILACAP 1.103 
139 BANYUMAS 205 
140 PURBALINGGA 45 
141 BANJARNEGARA 176 
142 KEBUMEN 202 
143 PURWOREJO 62 
144 WONOSOBO 28 
145 MAGELANG 473 
146 BOYOLALI 157 
147 KLATEN 281 
148 SUKOHARJO 94 
149 WONOGIRI 70 
150 KARANGANYAR 110 
151 SRAGEN 49 
152 GROBOGAN 309 
153 BLORA 300 
154 REMBANG 133 
155 PATI 471 
156 KUDUS 275 
157 JEPARA 47 
158 DEMAK 14 
159 SEMARANG 628 
160 TEMANGGUNG 368 
161 KENDAL 143 
162 BATANG 76 
163 PEKALONGAN 30 
164 PEMALANG 360 
165 TEGAL 24 
166 BREBES 84 
167 KOTA MAGELANG 11 
168 KOTA SURAKARTA 27 
169 KOTA SALATIGA 18 
170 KOTA SEMARANG 258 
171 KOTA PEKALONGAN 4 
172 KOTA TEGAL 33 
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 390 

173 KULON PROGO 15 

174 BANTUL 32 

175 GUNUNGKIDUL 287 

176 SLEMAN 23 

177 KOTA YOGYAKARTA 33 

JAWA TIMUR 2.398 

178 PACITAN 4 

179 PONOROGO 44 

180 TRENGGALEK 4 

181 TULUNGAGUNG 131 

182 BLITAR 59 

183 KEDIRI 146 

184 MALANG 213 

185 LUMAJANG 27 

186 JEMBER 172 

187 BANYUWANGI 109 

188 BONDOWOSO 1 

189 SITUBONDO 20 

190 PROBOLINGGO 6 

191 PASURUAN 15 

192 SIDOARJO 116 

193 MOJOKERTO 53 

194 JOMBANG 12 

195 NGANJUK 136 

196 MADIUN 8 

197 MAGETAN 16 

198 NGAWI 93 

199 BOJONEGORO 13 

200 TUBAN 41 

201 LAMONGAN 53 

202 GRESIK 227 

203 BANGKALAN 59 

204 SAMPANG 2 

205 PAMEKASAN 51 

206 SUMENEP 145 

207 KOTA KEDIRI 32 

208 KOTA BLITAR 42 

209 KOTA MALANG 80 

210 KOTA PROBOLINGGO 1 

211 KOTA PASURUAN 1 

213 KOTA MADIUN 24 

214 KOTA SURABAYA 219 

215 KOTA BATU 23 

BANTEN 6.430 

216 LEBAK 6.133 

217 TANGERANG 157 

218 SERANG 13 

219 KOTA TANGERANG 107 

220 KOTA SERANG 1 

221 KOTA TANGERANG SELATAN 19 



DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

34

BALI 107 

222 JEMBRANA 7 

223 TABANAN 1 

224 BADUNG 18 

225 GIANYAR 14 

226 KLUNGKUNG 3 

227 BULELENG 31 

228 KOTA DENPASAR 33 

NUSA TENGGARA BARAT 69 

229 LOMBOK BARAT 2 

230 LOMBOK TIMUR 2 

231 SUMBAWA 59 

232 DOMPU 1 

233 BIMA 1 

234 KOTA MATARAM 3 

235 KOTA BIMA 1 

NUSA TENGGARA TIMUR 36.176 

236 KUPANG 29 

237 KAB TIMOR TENGAH SELATAN 301 

238 SIKKA 14 

239 NGADA 63 

240 MANGGARAI 13 

241 SUMBA TIMUR 15.736 

242 SUMBA BARAT 10.066 

243 LEMBATA 1 

244 ROTE NDAO 31 

245 MANGGARAI BARAT 1 

246 NAGEKEO 66 

247 SUMBA TENGAH 1.578 

248 SUMBA BARAT DAYA 2.346 

249 MANGGARAI TIMUR 1 

250 SABU RAIJUA 5.926 

251 KOTA KUPANG 4 

KALIMANTAN BARAT 1.543 

252 SAMBAS 3 

253 MEMPAWAH 453 

254 SANGGAU 311 

255 KETAPANG 534 

256 SINTANG 3 

257 KAPUAS HULU 2 

258 BENGKAYANG 140 

259 LANDAK 3 

260 SEKADAU 43 

261 MELAWI 1 

262 KUBU RAYA 35 

263 KOTA PONTIANAK 2 

264 KOTA SINGKAWANG 13 
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KALIMANTAN TENGAH 890 

265 KOTAWARINGIN BARAT 11 

266 KOTAWARINGIN TIMUR 4 

267 KAPUAS 720 

268 BARITO SELATAN 2 

269 BARITO UTARA 40 

270 SERUYAN 2 

271 SUKAMARA 1 

272 LAMANDAU 3 

273 GUNUNG MAS 71 

274 PULANG PISAU 3 

275 MURUNG RAYA 1 

276 BARITO TIMUR 5 

277 KOTA PALANGKARAYA 27 

KALIMANTAN SELATAN 9.109 

278 TANAH LAUT 3 

279 KOTABARU 6.071 

280 BANJAR 95 

281 BARITO KUALA 2 

282 TAPIN 319 

283 HULU SUNGAI SELATAN 1.857 

284 HULU SUNGAI TENGAH 380 

285 HULU SUNGAI UTARA 2 

286 TABALONG 6 

287 TANAH BUMBU 302 

288 BALANGAN 64 

289 KOTA BANJARMASIN 5 

290 KOTA BANJARBARU 3 

KALIMANTAN TIMUR 305 

291 PASER 1 

292 KUTAI KARTANEGARA 74 

293 BERAU 7 

294 KUTAI BARAT 110 

295 KUTAI TIMUR 21 

296 PENAJAM PASER UTARA 1 

297 MAHAKAM ULU 2 

298 KOTA BALIKPAPAN 13 

299 KOTA SAMARINDA 75 

300 KOTA BONTANG 1 

KALIMANTAN UTARA 10 

301 BULUNGAN 1 

302 MALINAU 1 

303 NUNUKAN 1 

304 KOTA TARAKAN 7 

SULAWESI UTARA 1.674 

305 BOLAANG MONGONDOW 11 

306 MINAHASA 556 

307 KEPULAUAN SANGIHE 682 

308 KEPULAUAN TALAUD 274 

309 MINAHASA SELATAN 39 

310 MINAHASA UTARA 10 

311 MINAHASA TENGGARA 1 

312 KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 5 

313 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1 

314 KOTA MANADO 8 

315 KOTA BITUNG 85 

316 KOTA TOMOHON 1 

317 KOTA KOTAMOBAGU 1 
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SULAWESI TENGAH 3.310 

318 BANGGAI 10 

319 POSO 2 

320 DONGGALA 25 

321 TOLI TOLI 16 

322 MOROWALI 70 

323 TOJO UNA UNA 1.187 

324 SIGI 7 

325 MOROWALI UTARA 1.989 

326 KOTA PALU 4 

SULAWESI SELATAN 1.040 

327 BULUKUMBA 9 

328 BANTAENG 22 

329 JENEPONTO 16 

330 TAKALAR 35 

331 GOWA 122 

332 SINJAI 4 

333 BONE 8 

334 MAROS 29 

335 PANGKAJENE KEPULAUAN 4 

336 WAJO 8 

337 PINRANG 91 

338 ENREKANG 20 

339 LUWU 7 

340 TANA TORAJA 28 

341 LUWU TIMUR 1 

342 TORAJA UTARA 15 

343 KOTA MAKASSAR 562 

344 KOTA PARE PARE 4 

345 KOTA PALOPO 55 

SULAWESI TENGGARA 70 

346 KOLAKA 5 

347 KONAWE 1 

348 MUNA 12 

349 BOMBANA 2 

350 WAKATOBI 2 

351 KOLAKA UTARA 2 

352 MUNA BARAT 9 

353 KOTA KENDARI 37 

GORONTALO 17 

354 GORONTALO 15 

355 BOALEMO 2 

SULAWESI BARAT 5.599 

356 PASANGKAYU 62 

357 MAMUJU 41 

358 MAMASA 5.462 

359 POLEWALI MANDAR 11 

360 MAJENE 2 

361 MAMUJU TENGAH 21 

MALUKU 10.267 

362 MALUKU TENGAH 1.232 

363 KEPULAUAN TANIMBAR 2 

364 BURU 6.412 

365 SERAM BAGIAN TIMUR 7 

366 SERAM BAGIAN BARAT 4 

367 KEPULAUAN ARU 1 

368 MALUKU BARAT DAYA 2 

369 BURU SELATAN 2.597 

370 KOTA AMBON 10 
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MALUKU UTARA
8 

371 HALMAHERA TENGAH
1 

372 HALMAHERA UTARA
1 

373 HALMAHERA SELATAN
4 

374 HALMAHERA TIMUR
1 

375 KOTA TERNATE
1 

PAPUA
3.852 

376 MERAUKE
11 

377 JAYAWIJAYA
985 

378 JAYAPURA
11 

379 NABIRE
1 

380 KEPULAUAN YAPEN
2 

381 PANIAI
268 

382 KAB. MIMIKA
13 

383 KAB PEGUNUNGAN BINTANG
968 

384 TOLIKARA
67 

385 MAMBERAMO RAYA
30 

386 LANNY JAYA
83 

387 NDUGA
1.034 

388 INTAN JAYA
359 

389 KOTA JAYAPURA
20 

PAPUA BARAT
61 

390 MANOKWARI
2 

391 FAK FAK
1 

392 SORONG SELATAN
3 

393 RAJA AMPAT
2 

394 TELUK BINTUNI
13 

395 KAIMANA
2 

396 TAMBRAUW
1 

397 MANOKWARI SELATAN
8 

398 PEGUNUNGAN ARFAK
13 

399 KOTA SORONG
16 
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KALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH
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